
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 1775, 2015 KEMENKES. Penyakit Tidak Menular. 
Penanggulangan. 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyakit tidak menular menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, 

kecacatan dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan 

beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan 

penyelenggaraan penanggulangan melalui pencegahan, 

pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, 

efektif, dan berkelanjutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit 

Tidak Menular; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit 

Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1144/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);  

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM 

adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke 

orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam 

jangka waktu yang panjang (kronis). 

2. Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang 

mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa 

mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif 

yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, 

kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara 

komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

3. Surveilans PTM adalah kegiatan pengamatan yang 

sistematis dan terus menerus terhadap data dan 

informasi tentang kejadian faktor risiko dan PTM serta 

kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatannya 

untuk memperoleh dan memberikan informasi guna 

mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif 

dan efisien. 

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di bidang kesehatan. 
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Pasal 2 

Pengaturan Penanggulangan PTM dalam Peraturan Menteri ini 

bertujuan untuk: 

a. melindungi masyarakat dari risiko PTM; 

b. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak 

sosial, budaya, serta ekonomi akibat PTM pada individu, 

keluarga, dan masyarakat; dan 

c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan  

Penanggulangan PTM yang komprehensif, efisien, efektif, 

dan berkelanjutan. 

 

BAB II 

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT TIDAK MENULAR 

 

Pasal 3 

(1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh 

meliputi:  

a. penyakit keganasan; 

b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik; 

c. penyakit sistem saraf; 

d. penyakit sistem pernapasan; 

e. penyakit sistem sirkulasi; 

f. penyakit mata dan adnexa; 

g. penyakit telinga dan mastoid; 

h. penyakit kulit dan jaringan subkutanius; 

i. penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan 

penyambung; 

j. penyakit sistem genitourinaria; 

k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan 

l. penyakit kelainan darah dan gangguan 

pembentukan organ darah. 

(2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam 

Klasifikasi Internasional Penyakit (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems) 

yang berlaku. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK 

MENULAR 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat 

bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan 

PTM serta akibat yang ditimbulkannya. 

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP). 

 
Pasal 5 

Dalam rangka Penanggulangan PTM, Menteri membentuk 

komite ahli Penanggulangan PTM. 

 

Pasal 6 

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM diprioritaskan 

pada jenis PTM yang menjadi masalah kesehatan 

masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. tingginya angka kematian atau kecacatan;  

b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban 

biaya pengobatan; dan 

c. memiliki faktor risiko yang dapat diubah.  

(2) Jenis PTM yang dijadikan sebagai prioritas 

Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus mempertimbangkan pendapat dari komite ahli 

Penanggulangan PTM. 

 

Pasal 7 

(1) Untuk terselenggaranya prioritas Penanggulangan PTM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah harus menunjuk satuan kerja 
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